Rakornas Produk Hukum Daerah
Dorong Iklim Investasi yang Lebih
Mudah

Bombana, sultranet.com - Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si
menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025
yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah. Forum ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk
Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum
Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Kegiatan berlangsung di
Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025),
Kendari.

Rakornas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam
sambutannya, ia menegaskan pentingnya keselarasan regulasi di tingkat pusat
dan daerah agar tidak menghambat arus investasi. “Produk hukum daerah harus
menjadi instrumen yang mempermudah, bukan menghambat. Kita ingin setiap
daerah menata regulasinya agar mendukung percepatan pembangunan,” ujar
Mendagri.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyeragamkan pemahaman
terkait mekanisme pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan
berorientasi pada kepastian investasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu
memperkuat fungsi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai
landasan kebijakan yang selaras dengan program strategis nasional, termasuk
target Asta Cita Pemerintah Pusat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut baik pelaksanaan Rakornas
tersebut. Menurutnya, penyelarasan kebijakan hukum daerah menjadi kunci
penting agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih sederhana. “Kita ingin
Bombana terus berkembang. Untuk itu, regulasi harus memberi ruang bagi
pelaku usaha untuk bergerak dengan kepastian dan prosedur yang lebih jelas,”
katanya.

[a menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas
sektor, termasuk dengan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah ini
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diharapkan mampu mempercepat harmonisasi regulasi sekaligus menjawab
tantangan pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang baik, kita bisa membuka
lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakornas tersebut dihadiri para menteri, gubernur, bupati dan wali kota,
pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta
berbagai organisasi masyarakat. Kegiatan berjalan dinamis dengan sesi diskusi
dan pemaparan teknis penyusunan produk hukum yang adaptif terhadap
kebutuhan investasi.

Pemerintah melalui Kemendagri menegaskan bahwa percepatan layanan investasi
harus ditopang oleh kapasitas regulasi daerah yang kuat dan responsif. Karena
itu, Rakornas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi guna mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui kebijakan yang berpihak pada
kemudahan berusaha.

Dinas PUTR Konsel Konsultasi
Publik RDTR dan KLHS

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengadakan Kegiatan Konsultasi
Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Angata dan Laonti yang dibuka
secara langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras,
M.MPub didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konawe
Selatan, Ir. Armansyah dan Kepala Dinas PUTR, pada Selasa (19/9) di Aula
Sakinah Syahid Azizah Syariah Hotel.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. H. Amran Aras
menjelaskan terpilihnya Konawe Selatan untuk menerima bantuan teknis
penyusunan RDTR Kec. Laonti dan Angata karena Kabupaten Konawe Selatan
adalah daerah dengan potensi investasi tertinggi.
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“seperti kita ketahui bersama potensi investasi di Kec. Laonti adalah sektor
pertambangan dan potensi investasi di Kec. Angata adalah perkebunan dan
pertanian.” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya Konsultasi Publik ini dalam rangka untuk
penyusunan rencana secara detil menyangkut tata ruang wilayah yang nantinya
menjadi acuan dalam memanfaatkan tata ruang yang ada agar investasi tumbuh
di Konawe Selatan Khususnya Kec. Angata dan Laonti.
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Foto Bersama peserta Konsultasi Publik RDTR dan KLHS

“Dengan adanya kegiatan ini menjadi acuan bagi kecamatan dalam rangka
memanfaatkan tata ruang, karena kita ingin investasi tumbuh kemudian ekonomi
Masyarakat juga tumbuh dan kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik.”
ucap Amran.

Sementara itu, Kadis PUTR Askar, ST., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan
merupakan bantuan teknis dari Kementerian ATR. Terkait kegiatan ini adalah
turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada dua wilayah ini apa saja
yang sedang dilaksanakan dan apa akan dilaksanakan kedepannya. Tentunya hal
ini berkaitan dengan inventasi kedepan di Kab. Konawe Selatan.

“Dengan adanya kegiatan ini merupakan memudahkan investor yang akan masuk
ke wilayah Konawe Selatan” ucap Askar.

Diakhir sambutan, ia berharap bantuan teknis penyusunan rdtr laonti dan angata
dapat terintegrasi dengan sistem perijinan terpadu atau online single submission
(oss) yang nantinya akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan
ekonomi wilayah dan daya saing kawasan. (KominfoKonsel)



Pemkab Buton Gelar Konsultasi
RDTR dan KLHS Kecamatan
Lasalimu

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan
Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten
Buton.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Muhidin
Mahmud ketika mewakili Pj. Bupati Buton saat menghadiri Kegiatan Konsultasi
Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis
(KLHS) RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengatakan pelaksanaan
konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam
penyusunan sebelum perumusan rancangan akhir dokumen RDTR dan KLHS.
Kamis 14 September 2023.

Kegiatan konsultasi publik 1 rencana detail tata ruang (RDTR) dan kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) saat ini adalah rangkaian lanjutan kegiatan
penandatanganan pakta integritas kegiatan bantuan teknis pelaksanaan
penyusunan RDTR melalui anggaran pendapatan dan belanja tambahan bagian
anggaran bendahara umum negara ( APBT BA BUN) tahun 2023 pada bulan
Agustus lalu.

Selain itu telah di adakan FGD pertama tentang penyepakatan delineasi wilayah
perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR kecamatan
Lasalimu Selatan.

“Buton adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah
pusat karena memiliki banyak potensi diantaranya kelautan, perikanan,
perkebunan, dan pariwisata serta aspal alam terbesar di dunia,” ungkap Asisten
I11.
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Lebih lanjut dikatakan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)
sangat bermanfaat untuk mendukung kepastian investasi dalam pemanfaatan
ruang di Kabupaten Buton dan akan sangat membantu percepatan perizinan
dengan tersedianya dokumen RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem online
single submission (OSS).

Asisten III berharap pada acara konsultasi publik ini menjadi wadah untuk
menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam
rangka penyempurnaan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Sementara itu, Reny Windyawati, S.T., M.Sc. Direktur Bina Perencanaan Tata
Ruang Daerah Wilayah II tampil sebagai pembicara. “Rencana Detail Tata Ruang
yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten/kota,” katanya.

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang daerah
wilayah 1II, Kepala OPD lingkup terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dan Peserta
lainnya.



